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GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Tengah;

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

5. Undang-Undang....... /2



10.

11.

B

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pemgawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2019 nomor 52, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor
4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

3. Gubernur ialah....... /S



g oo B W

10.

11.

12,

13.

14.

15.

B

Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua Tengah.
Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Provinsi Papua Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi.

Inspektorat Provinsi, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat

pengawasan intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung
kepada Gubernur.

Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua Tengah.

Aparatur Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah

serta SKPD lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang
ditunjuk guna mendapatan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit

telah sesuai dengan standar audit, tugas dan fungsi melakukan pengawasan
intern.
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Pasal 2

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP berdasarkan Peraturan
perundang-undangan.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

BAB II
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 3

SPIP terdiri atas unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian,;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.

Petunjuk teknis penerapan setiap unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Gubernur bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan:
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
termasuk akuntabilitas keuangan Daerah; dan
b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Bagian Kedua....... ]7
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Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Pasal 5

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Inspektorat.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan
intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. audit kinerja; dan
b. audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit
atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian.

Syarat kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi
melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.

Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 9

Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menaati kode
etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi
profesi auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan
intern pemerintah, disusun standar audit.

Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib
melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi
profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern
pemerintah  wajib membuat laporan hasil pengawasan dan
menyampaikannya kepada pimpinan SKPD yang diawasi.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala
Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil
pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 12

Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah,
secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh organisasi profesi.

Pasal 13

Aparat pengawasan intern pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya
harus independen dan objektif.

Pasal 14....... /9
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Pasal 14

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(1)
(2)

(3)
(4)

(S)

(2)

Bagian Ketiga
Satuan Tugas SPIP
Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tengah dibentuk Satuan Tugas SPIP dengan Keputusan Gubernur.

Susunan dan personalia Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri atas:

a. Pembina : Gubernur Papua Tengah

b. Ketua : Sekretaris Daerah

c. Wakil Ketua : Inspektur

d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat

e. Anggota : Unsur dari Badan Kepegawaian Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Biro Organisasi,
Biro Tata Pemerintahan, Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD),
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah (BAPPERIDA) dan Inspektur Pembantu
(IRBAN).

f. Sekretariat : Unsur dari Inspektorat.

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada masing-masing SKPD dibentuk
Satuan Tugas SPIP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Tugas Satuan Tugas SPIP di tingkat SKPD adalah melakukan koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan SPIP di masing-masing SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah.

Inspektorat sebagai Sekretariat penyelenggaraan SPIP setiap tahun

menyusun rencana anggaran untuk penyelenggaraan SPIP di Provinsi Papua
Tengah.

Pasal 17......./10
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Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 20




PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

UMUM

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya
sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.
Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan
kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-
masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu
Satuan Kerja Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan
secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan
suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa
penyelenggaraan kegiatan pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat
mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan
keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal
sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan
mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh
dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada
pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan,

dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan
yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian
Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur
pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.
Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan
aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan

kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta
dilakukan secara komprehensif.

Unsur Sistem....... 2
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Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu
pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di
lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

a. Lingkungan pengendalian Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan

mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
b. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang
dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan
bahwa arahan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan.
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan
organisasi.

d. Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan
dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan
pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu
dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat
segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan
pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lingkup
pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas,

kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan
telaahan sejawat.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis
penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan
dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat
pengawasan intern pemerintah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “lingkungan pengendalian” adalah
kondisi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penilaian risiko” adalah kegiatan
penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam

pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “kegiatan pengendalian” adalah
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “informasi” adalah data yang telah
diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah proses
penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan
simbol atau lambang tertentu baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan
balik.

Hurufe
Yang dimaksud dengan “pemantauan pengendalian
intern” adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem
Pengendalian Intern dan proses yang memberikan
keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya
segera ditindaklanjuti.

Ayat (2)
Dalam menerapkan unsur SPIP, pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan
kebijakan, prosedur dan praktik detil untuk menyesuaikan
dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk
memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi
bagian integral dari kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas
(quality assurance).

Huruf a
Yang dimaksud dengan “audit” adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan
secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “reviu” adalah penelaahan ulang
bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian
kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses
penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hurufe
Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi,

pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil
pengawasan.

Pasal 6
Cukup jelas



Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:
a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran,;
b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana,;
dan
c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.
Ayat (3)
Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit
atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang
keuangan.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “auditor” adalah pejabat fungsional
pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud
dengan “pedoman yang ditetapkan pemerintah” adalah Kode
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.



Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “standar audit” adalah kriteria atau
ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib
dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud
dengan “pedoman yang ditetapkan pemerintah” adalah
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 11
Ayat (1)
Laporan hasil pengawasan dapat berupa laporan hasil audit,
laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil
pemantauan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan
yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna
mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit
telah sesuai dengan standar audit.
Ayat (2)
Selama pedoman telaahan sejawat belum ada, telaahan
sejawat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara.
Pasal 13

Yang dimaksud dengan “independen” adalah aparat pengawasan

intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh
pihak manapun.



Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas



